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PRESIDEM
REPUBLIK IHDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN, PENGADILAN
AGAMA SEI RAMPAH, PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG,
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA, PENGADILAN AGAMA
TELUK KUANTAN, PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO, PENGADILAN
ACGAMA BINTUHAN, PENGADILAN AGAMA TAIS, PENGADILAN AGAMA
KEPAHIANG, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI, PENGADILAN
ACGAMA MARTAPURA, PENGADILAN AGAMA MUARADUA,
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM, PENGADILAN AGAMA
PRARUMULIH, PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN, PENGADILAN
ACGAMA PRINGSEWU, PENGADILAN AGAMA MESUJIL, PENGADILAN
AGAMA TULANG BAWANG TENGAH, PENGADILAN AGAMA
SUKADANA, PENGADILAN AGAMA SOREANG, PENGADILAN AGAMA
KOTA CIMAHI, PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH, PENGADILAN
AGAMA SINGKAWANG, PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH, DAN
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa delam rangka pemeratsan kesempatan

memperoleh  leadilan dan  peningkatan  pelayanan
hukum  kepada masyarakat demi tercapainya
penyelesaian perkara dengan sederhana, ccpal, dan
biaya ringan, dianggep perlu membentuk Pengadilan
Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei Rampah,
Penpadilan Agama Pulan Punjung, Pengadilan Agama
Siak Sri Indrapura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan,
Pengadilan Agama Mukomuke, Pengadilan Agama
Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama
Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balai,
Pengadilan ...
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Pengadilan -Agama Martapura, Pengadilan Agama
Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan
Agama Prabumulih, Pengadilan Agama Gedong Tataan,
Pengadilan Agama Pringsewl, Pengadilan Agama
Mesuji, Pengadilen Agama Tulang Bawang Tengah,
Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama
Soreang, Pengadilan Agama Kota Cimabi, Pengadilan
Agama Ngamprah, Pengadilan Agama Singlkawang,
Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan Pengadilan

Agama Sungai Raya,

bahwa berdasarkan Undang-Undeng Nomor 7 Tahun

1989 {entang Peradilan Agama sebagaimana tclah
beberapa kali diubah, teralchir dengan Undang-Undang
Momer S0 Tahun 2000, Pengadilan Agama dibentul
dengan Keputusen Presiden;

_bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan
Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Set Rampah,
Fengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama
Sial 8ri Indrapura, Pengadilan Agama Telule Kuantan,
Pengadilan Agama Mukomuko, Pengadilan Agama
Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama
Kepahiang, Pengadilan Agsmma Panglkalan Balai,
Penpadilan Agama Mariapura, Pengadilan  Agama
Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan
Agama Prabumulih, Pengadilan Agama Gedong Tataan,

Pengadilan ...
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Pengadilan -Agama Pringsewu, Pengadilan Agama
Mesuji, Pengedilan Agama Tulang Bawang Tengah,
Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama
Soreang, Pengadilan Agama Kota  Cimahi,
Pengadilan  Agama  Ngamprah, Pengadilan Agama
Singlawang, Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan
Fengadilan Agama Sungai Raya,;

Pasal 4 Ayat {1) Undang-Undeng Dasar Negara
Republile Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ientang
Mahkamah Agung [Lembaran Negara Republile
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33106)
schagaimana tclah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2009
Womor 3, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor 4958);

Undanpg-Undang Nomeor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nemor 3400)
secbapgaimana telah beberapa leali dinbah, teralchir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tehun 2009
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor S078);

4. Undang ...



PRESIDEM
REFUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan - Kehalkiman [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076(;

5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di
Lingltungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata
Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamsh
Apung,

MEMUTUSKAN :

Menctapkan: KEPUTUSAN PRESIDEM TENTANG PEMBENTUIAN

N T
LI N t.':\.!

PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN, PENGADILAN AGAMA
SEl RAMPAH, PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG,
PENGADILAN  AGAMA  SIAK SRl INDRAPURA,
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN, PENGADILAN
AGAMA MUKOMUKO, PENGADILAN AGAMA BINTUHAN,
PENGADILAN AGAMA TAIS, PENGADILAN AGAMA
KEPAHIANG, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAIL
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA, PENGADILAN AGAMA
MUARADUA, PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM,
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH, PENGADILAN
AGAMA GEDONG TATAAN, PENGADILAN AGAMA
PRINGSEWU, PENGADILAN  AGAMA MESULI,
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TEMNGAH,
PENGADILAN AGAMA SUKADANA, PENGADILAN AGAMA
SOREANG, PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI,
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH, PENGADILAN AGAMA
SINGKAWANG, PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH, DAN
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA.

Fasal ...
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Pasal 1

hMembentuk Pengadilan ~ Agama Sibubuan
berkedudukan di Sibuhuan.

Membentuk Pengadilan Agama 3Sei Reampah
berkedudulkan di Sei Rampah.

Membentult Pengadilan Agama Pulau Punjung
berkedudukan di Pulau Punjung.

Membentuk Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
berkedudulan di Siak Sri Indrapura.

Membentuk Pengadilan Agama Teluk Kuantan
berkedudukan di Teluk Kuantan,

Membentuk  Pengadilan Agama Mukomuko
berleedudukan di Mukomulko.

Membentulk Pengadilan Agama Bintuhan
berlcedudukan di Bintuhan.

Membentuk Pengadilan Agama Tais berkedudulcan
di Tais.

Membentulk Pengadilan Agama Kepahiang
berkedudukan di Kepahiang,

Membentuk Pengadilan Agama Pangkalan Balai
berkedudulan di Panglkalan Balai.

Membentuk Penpadilan Agama Martapura
berkedudukan di Martapura,

Membentulk Pengadilan Apama Muaradua
berkedudulan di Muaradua.

Mecmbentuk Pengadilan Agama Pagar Alam
berkedudulan di Pagar Alam.

Membentuk  Pengadilan Agama  Prabumulih
berkedudukan di Prabumulih,

(15) Membentak ...



(15)
(16)
(17)
(18)
(15)
(20)
(21)
(22)
(23]
(24

(23]

(1)

(2]

FPRESIDEM
REPUBLIK INDONESIA

Lo
Membentuk Pengadilan Agama Gedong Tatasn
berkedudukan di Gedong Tataan,
Membentuk Pengadilan Agama Pringsewl
berlkedudukan di Pringsewu,
Membentuk Pengadilan Agama Mesuji
berkedudukan di Mesuji.
Membentuk Pengadilan Agama Tulang Bawang
Tengah berkedudukan di Tulang Bawang Tengah.
Membentuk Penpadilan Agama Sukadana
berkedudukan di Sukadana.
Moembentuk FPengadilan Agama Soreang
berledudulkan di Soreang.
Membentuk  Penpadilan  Agama Keota Cimahi
berkedudukan di Kota Cimabhi,
Membentul Pengadilan Agama Ngamprah
berkedudukan di Ngamprah.
Membentulk  Pengadilan  Agama Singlawang
berkedudukan di Singkawang.
Membentuk Pengadilan Agama Nanga Pinoh
berkedudukan di Nanga Pinoh,
Membentuk Pengadilan Agama Sungai Raya
berkedudulkan di Sungai Eaya.

Pasgal 2

Daerah hukum Pengadilan Agama Sibuhbuan
meliputi wilayah Kabupaten Padang Lewas, Provinsi
Sumatra Utara.
Daersh hukum FPengadilan Agama Sei Rampah
meliputi  wilayah Kabupaten BSerdang Bedagai,
Provinsi Sumeatera Utara.

(3) Dacrah ...



(=]
(4]
(5]

{5)

(8)

(2]

(10}

(11)

(12])

PRESIDEMN
REPUBLIK IMDOHESLA

b .

Daerah hulkum Penpadilan Agama Pulau Punjung
meliputi wilayeh Kabupaten Dharmasraya, Provinsi
Sumatera Baratl.

Dasrah hulum Pengadilan Agama Siak Sri
Indrapura meliputi wilayah Kabupaten Siak, Provinsi
Riau.

Dacsrah hulkum Pengadilan Agama Teluk Kuantan
meliputi  wilayah Kabupaten Kuantan Singingi,
Provinsi Riau.

Dasrah hukum Pengadilan Agama Mukomuko
meliputi wilayah Kebupaten Mukeomuko, Provinsi
Bengloalu.

Daerah hukum Pengadilan Agama Bintuhan meliputi
wilayah Kabupaten Keur, Provinsi Bengloalu,

Daerah hulum Pengadilan Agama Tais meliputi
wilayah Kabupaten Seluma, Provinsi Benglkulu,
Dacrah hukum Pengadilan Apama Kepahiang
meliputi wilayah Kebupaten Kepahiang, Provinsi
Benglculu,

Dacrah hukum Pengedilan Agama Panglcalan Balai
meliputi wilayah Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan.

Dacrah  hukum Pengadilan Agama Martapura
meliputi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ul
Timur, Provinsi Sumatera Selatan.

Daerah hukum Pengadilan Agama Muaradua
meliputi wilayah Kabupaten ('Jgan- Komering Uln
Selatan, Provinsi Sumatera Selatan.

(13) Daerah ...
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Dasrah  huloum  Pengadilan Agama Pagar Alam
meliputi  wilayah Iota Pagar Alam, Provinsi
Sumatera Sclatan.
Dasrah  hulum  Pengadilan Agame Prabumulib
meliputi wilayah Kota Prabumulih, Provinsi
Sumatere Selatan.
Daerah hukum Pengadilan Agama Gedong ‘Tataan
meliputi wilayah Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung.
Dacrah  hukum Pengadilan Agama Pringsewu
meliputi wilayah Kabupaten Pringscwu, Provinsi
Lampung.
Daerah huloum Pengadilan Agama Mesuji meliputi
wilayah EKabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.
Daersh hultum Pengadilan Agama Tulang Bawang
Tengah meliputi wilayah Kabupaten Tulang Bawang
Barat, Provinsi Lampung
Daerah hulum Pengadilan Agama Sukadana
meliputi wilayah Kabupaten Lampung Timur,
Provinsi Lampung.
Daerah hulum Pengadilan Agama Soreang meliputi
wilayah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Daerah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi
meliputi wilayah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.
Daerah  hukum Pengadilan Agama Ngamprah
meliputl wilayah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi
Jawa Barat
Daerah hukum Pengadilan Agama Singkawang
meliputi  wilayah Kote Singkawang, Provinsi
Kalimantan Barat. -

(24) Daerah ...



-IH_..

R ||l-r=—|'

(24]

125]

(1)

()

(=

(<)

(5]

PRESIDER
REPUBLIK INDOMESIA

Decrah hukum Penpadilan Agama Nanga FPinoh
meliputi  wilayah Kabupaten Melawi, Provinsi
Kalimantan Barat.
Daerah hukum Penpgadilan Agama Sungal Raya
meliputi wilayah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Sibubuan,
mala wilayeh Kabupaten Padang Lawas dikeluarkan
dari daerah huloam Pengadilan Apama
Padangsidimpuan.

Dengan  terbentuknya Pengadilan  Agama Sei
Rampah, maka wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
dilkkeluarkan dari daerah bulkum Fengadilan Agama
Lubuk Pakam.

Dengan terbentuknys Pengadilan Agama Pulau
Punjung, maks wilayah Kabupaten Dharmasraya
dikeluarkan dari dacrah hukum Pengadilan Agama
Sljunjung.

Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Siak Sri
Indrapura, maka wilayah Kabupaten Siak
dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama
Pekanbana,

Dengan terbentuknya Pengadilan  Agama Tehals
Kuantan, maka wilayah Kebupaten Kuantan
Singingi dileluarkan dari daerah hukum Pengadilan
Agama Rengat.

(6} Dengan ...
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Dengan terbentulaya Pengadilan Apama
Mukomuko, maka wilayah Kabupaten Mukomulo
dikeluarkan dari daerah hulkum Pengadilan Agama
Bengloulu,

Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Bintuhan,
malkz wilayah Kabupaten Kaur dikeluarkan dari
daerah hukum Pengadilan Agama Manna.

Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Tais, maka
wilayah Kabupaten Seluma dikeluarkan dari daerah
hulkum Pengadilan Agama Manna.

Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Kepahiang,
maka wilayah Kabupaten Kepahiang dikeluarkan
dari daerah huloum Pengadilan Agama Curup.
Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Panglalan
Balai, maka wilayah Kabupaten Banyuasin
dikeluarkan dari daerah huloum Pengadilan Agama
Sekayul.

Dengan terbentulmya Penpadilan Agama Martapura,
maka wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama
Baturaja.

Dengan terbentulmya Pengadilan Agama Muaradua,
maka wilayah Kabupaten Ogan Komering Ul
Selatan dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan
Agama Bataraja.

Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Pagar
Alam, maka wilayah Kota Pagar Alam dikeluarkan
dari daerah hukum Pengadilan Agama Lahat.

{14) Dengan ...
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Dengan terbentuknya Pengadilan Agama
Prabumulih, maka wilayah HKota Prabunmalih
dikkeluarlan dari daerah hukum Pengadilan Agama
Muara Enim.
Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Gedong
Tataan, maka wilayah Kabupaten Pesawaran
dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama
Kalianda.
Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Pringsecwu,
maka wilayah Kabupaten Pringsewu dikeluarkan
dari daerah hulum Pengadilan Agema Tanggamus.
Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Mesuji,
maka wilayah Kebupaten Mesuji dikeluarkan dari
daerah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang.
Dengan terbentulmya Pengadilan Agama Tulang -
Bawang Tengah, maka wilayah Kabupaten Tulang
Bawang Barat dikeluarkan dari daerah hulum
Pengadilan Agames Tulang Bawang,.
Dengan terbentuknya Pengadilan Agamea Sukadana,
maka wilayah Kabupaten Lampung Timur
dileeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama
Metro.
Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Soreang,
maka wilayah Kabupaten Etan'dung dikeluarkan dari
daerah hukum Pengadilan Agama Clinahi.
Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Ngamprah,
maka  wilayah Kabupaten Bancdung  Barat
dikeluarkan dari dacrah hukum Pengadilan Agama
Cimahi,

(22) Dengan ...
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Dengan terbentuknya | Pengadilan Agama
Singlawang, maka wilayeh Kota Singkawang
dilceluarken dari daerah hukum Pengadilan Agama
Benghkayang.

Dengan  terbentuknya Pengadilan Agama Nanga
Pinoh, malka wilayah Kabupaten Melawi dikehuarkan
dari daerah hulcam Pengadilan Agama Sinteng.
Dengen  terbenfuknya Pengadilan Agama Sungai
Raya, maka wilayah Kabupaten Kubu Raya
dikeluarkan dari deerah huloum Pengadilan Agama
Mempawah.

Pasal <

Dengan terbentukmya Pengadilan Agama HKota Cimahi,
maka nomenklatur Pengadilan Agama Cimahi menjadi
Pengadilan Agamea Kota Cimahi.

(L

(2]

(3

Pasal 5

Pengadilan Agama Sibubuan dan Pengadilan Agama
Sei Rempah termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Agama Medan di Medan.
Pengadilan Agama Pulan Punjung termasul dalam
wilayah hulum Pengadilan Tinggi Agama Padang di
Fadang,

Pengadilan Agama Sialkk Sri  Indrapura dan
Pengadilan Agama Teluk Kuantan termasuk dalam
wilayah hukum Pengadilan Tinggl HE«EIIJIIEI Fekanbam

di Pekanbaru. :
(4) Pengadilan ...
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Pengadilan Agama Mukomuke, Pengadilan Agamea
Bintuhan, Fengadilan Agama Tais, dan Pengadilan
Agama Kepahiang termasuk dalam wilayah hulom
Pengadilan Tinggi Agama Benghkulu di Benglulu.
Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan
Agama Martapura, Pengadilan Agama Muaradua,
Pengadilan Agama Pagar Alam, dan Pengadilan
Agama Prabumulih termasul dalam wilayah hulkum
Pengadilan Tinggi Agama Palembeng di Palembang.
Pengadilan Agsma Gedong Tataan, Fengadilan
Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesiji,
Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dan
Pengadilan Agama Sukadana termasuk dalam
wilayah hulum Pengadilan Tinggl Agama Bandar
Lampung di Bandar Lampung.
Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan Agama Kota
Cirnahi, dan Pengadilan Agama Ngamprah termasulk
dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Bandung di Bandung,.
Pengadilan Agama Singkawang, Pengadilan Agama
Nanga Pinoh dan Pengadilan Agama Sungal Raya,
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak di Pontianal.

Pasal 6

Perkara-perkara yang termasuk lingleup kewenangan
Pengadilan Agama Sibubuan yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa
tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama
Padangsidimpuan, tetap diperiksa dan diputus clch

Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
{2) Perleara ...
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Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Sei Rampah yang pada saat
Keputusan Presiden ind ditetapkan telah diperilesa
tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk
Palcam, fetap diperiksa dan diputus olch Pengadilan
Agama Lubuk Pakam.
Perkara-perkara yang termasuk lingleup kewenangan
Pengadilan Agama Pulan Punjung yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa
tetapi  belum diputus oleh Pengadilan Apgama
Sijunjung, tetap diperiksa dan diputus olsh
Pengadilan Agama Sijjunjung.
Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang pada
saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah
diperiksa tetapl belum diputus oleh Pengadilan
Agama Pekanbaru, telap diperiksa dan diputus cleh
Pengadilan Agama Pelanbaru.
Perkara-perkara yang termasulk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang pada saat
Keputusan Presiden imi ditetaplkan telah diperiksa
tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Rengat,
tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama
Rengat.
Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Mukomuko yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetaplan telah diperiksa
tetapi  belum  diputus o¢leh Pengadilan Agama
Bengluha, tetap diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan Agama Benglkulu.

(7) Perkara ...
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Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Bintuhan yang pada saal
Keputusan Presiden ini ditetaplan telah diperiksa
tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Manna,
tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama
Manna.

Perlkara-perkara vang termasulk linglkup kewenangan
Pengadilan Agama Tais yang pada saat Keputasan
Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum
diputus oleh Pengadilan Agama Manna, tetap
diperiksa dan diputus olch Pengadilan Agama
Manna.
Perkara-perkara yang termasuk linglup kewenangan
Pengadilan Agsma Kepahiang yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa
tetapi belum diputus cleh Pengadilan Agama Curap,
tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama
Cuarap.
Perkara-perkara vang termasuk linglkup kewenangan
Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa
tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama
Sekayu, tetap diperiksa dan diputus cleh Pengadilan
Agama Sekayu. L]
Perkara-perkara yang termasuk lingloup kewenangan
Pengadilan Agama Martapura yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa
tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama
Baturaja, tetap diperiksa dan  diputus  cleh
Penpadilan Agama Baturaja.

(12) Perkara ...
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Perkara-perkara yang termasuk lingloup kewenangan
Pengadilan Agama Muaradua yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa
tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama
Baturaja, tetap diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan Agama Baturaje.
Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Penpadilan Agama Pagar Alam yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa
tetapi belum diputus gleh Pengadilan Agama Lahat,
tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama
Lahat.
Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Prabumulih  yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa
tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Muara
Enim, totap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan
Apgama Muara Enim.
Perlara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Gedong Tataan yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa
tetapi belum diputus cleh Pengadilan Agama
Kalianda, tetap diperiksa dan diputus aleh
Pengadilan Agama Kalianda.
Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Pringsewu yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa
tetapi belum diputus oleh Pengadllan Agama
Tanggamus, tetap diperiksa dan diputus  oleh
Pengadilan Agama Tanggamus.

(17) Perkara ...
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Perleara-perkara yang termasulk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Mesuji yang pada saat Keputusan
Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum
diputus oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang,
tetap Iﬁipﬂl‘ﬂ{ﬂﬂ. dan diputus oleh Pengadilan Agama
Tulang Bawang,.
Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang pada
saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah
diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan
Agama Tulang Bawang, telap diperiksa dan diputus
oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang.
Perlkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Sukadana yang pada eaat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa
tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Metro,
tetap diperiksa dan diputus cleh Pengadilan Agama
histro.
Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Soreang yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa
tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi,
tetap diperiksa dan diputus olch Pengadilan Agama
Kota Cimakhz.
Perkara-perkara yang termasuk linglkup kewenangan
Pengadilan Agama Kota Cimahi yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa
tetapi belum diputus oleh Pengadilan-Agama Cimahi,
tetap diperiksa dan diputus opleh Pengadilan Agama
Kota Cimahi.

(22) Perkara ...
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Perkara-perkara yang termasulk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Ngamprah yang pada saal
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperilcsa
tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi,
tetap diperiksa dan diputus eleh Pengadilan Agama
Kota Cimahi,
Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Singkawang yang pada saal
Keputusan Presiden ini ditetaplkan telah diperilksa
tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama
Benglayang, tetap diperiksa dan diputus aleh
Pengadilan Agama Bengkayang.
Perlcara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Nanga Finoh yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperilksa
tetapi  belum diputus oleh Pengadilan Agama
Sintang, tetap diperiksa dan diputus eleh Pengadilan
Agama Sintang,
Perlcara-perkara vang termasuk lingloup kewenangan
Pengadilan Agama Sungai Raya yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetaplan telah diperiksa
tetapi  belum diputus oleh Pengadilan  Agama
Mempawsah, tetap diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan Agama Mempawah.

Pasal 7

Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Sibuhuan yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditctapkan, telah diajulian
totapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama
Padangsidimpuan, dilimpahksn kepada Pengadilan
Agama 3lbuhuan.

(2) Perkara ...
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Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Sei Rampah yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah digjulkan
tetapi belum diperiksa cleh Pengadilan Agama
Lubuk Pakam, dilimpahkan kepada Pengadilan
Agama Sci Rampah,

Perleara-perkara yang termasuk linglup kewenangan
Pengadilan Apama Fulau Punjung yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan
tetapi  belum  diperilksa oleh Pengadilan Agama
Sijunjung, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama
Pulau Punjung.

Perleara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Apgama Siak Sri Indrapura yang pada
smat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah
digjukan tetapi belum diperiksa olch Pengadilan
Agama Pekanbaru, dilimpahkan kepada Pengadilan
Apama Siak Sri Indrapura.

Perkara-perkara yang termasuk lingkup leewenangan
Penpadilan Agama Teluk Huantan yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan
tetapi  belum  diperiksa oleh Pengadilan Agamea
Rengat, dilimpahkan kepada FPengadilan Agama
Teluk Kuantan,

Perlara-perkara yvang termasuk lingkup kewenangarn
Pengadilan Agama Mukomuko yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajulan
tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama
Bengkulu, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama
Mulkomulo.

Perleara-perkara yang termasuk Inghup kewenangan

Pengadilan  Agama Bintuhan yang pada saat
Keputusan ...
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Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukean
tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama
Manna, dilimpabkan kepada Pengedilan Agama
Bintuhan.
Perkara-perkara yang termasuk linglup kewenangan
Pengadilan Agama Tais yang pada saat Keputusan
Presiden ini ditetapkan, telah diajulan tetapi belum
diperiksa  cleh  Pengadilan Agama  Manna,
dilimpahkan kepada Pengadilan Agamsa Tais.
Perlcara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Kepahiang yang pada saat
Keputusan Presiden i ditetaplan, telah diajukan
tetapli  belum diperiksa oleh Pengadilan Agama
Curup, dilimpahkan kepada Pengadilan Apgama
Kepahiang,
Perkara-perkara yang termasuk linglup kewenangan
Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetaplan, telah diajukan
tetapl belum diperiksa oleh Pengedilan Agama
Sekayu, dilimpahkan lepada Pengadilan Agama
Pangkalan Balai.
Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Martapura Yyang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajulan
tetapi  belum  diperiksa oleh Pengadilan Agama
Baturaja, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama
Martapura.
Perkeara-perkara yang termasulc lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Muaradua yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajulkan
tetapli belum diperiksa .ﬂlﬂ:h Pengadilan Agama
Baturaja ...
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Baturaja, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama
Muaradua.
Perkara-perkara yang termasuk linglkup kewenangan
Pengadilan Agama Pagar Alam yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan
tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Lahat,
dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Fagar Alam.
Perkara-perkara yang termasuk linghup kewenangan
Pengadilan Agama Prabumulih  yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajulean
tetapi belum  diperiksa oleh Pengadilan Agama
Muara Enim, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama
Prabumulih.
Perkara-perkara yang termasuk lingloup kewenangan
Pengadilan Agama Gedong Tafaan yang pada sasat
Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan
tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama
Kalianda, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama
Gedong Tataan. :
Perkara-perkara yang termasulk linglup kewenangan
Penpacdilan Agsma Pringsewu  yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetaplkan, telah diajukan
tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama
Tanggamus, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama
Pringsevwu.
Perkara-perkara yang termasulk linglup kewenzngan
Pengadilan Agama Mesuji yang pada saat Keputusan
Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum
diperiksa olch Pengadilan Agama Tulang Bawang,
dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Mesuji.
Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang pada

saat ...
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saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah
diajulsan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan
Agama Tulang DBawang, dilimpahlkan lepada
Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.
Perkara-perkara yang termasuk lingleup kewenangan
Pengadilan Agama Sukadana yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan
tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Metro,
dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Sultadana.
Perleara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Penpadilan Agama Soreang yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan
tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama
Cimahi, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama
SOrcang.
Perkara-perkara yang termasuk linglup kewenangarn
Pengadilan Agama Kota Cimahi yang pada saat
Keputusan Presiden inmi ditetapkan, telah diajukan
tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama
Cimahi, dilimpahlan kepada Pengadilan Agama Kot
Cimahi.
Perlcara-perkara yang termasuk lingkup kewenangarn
Pengadilan Agama Ngamprah Yang pada  saat
Keputusan Presiden ini ditetaplkan, telah diajukan
tetapi belum diperiksa ocleh Pengadilan Agama
Cimahi, dilimmpahkan kepada Pengadilan Agama
Ngamprah, |
Perlcara-perkara yang termasuk linglup kewenangan
Penpadilan Apgama Singkawsang yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetaplkan, telah diajukan
tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama
Bengkayang ...
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Bengkayang, dilimpahlten kepada Pengadilan Agama
Singkawang.

(24) Perkara-perkara yang termasuk linglup kewenangan
Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajulean
tetapi belum diperiksa oleh Pengedilan Agama
Sintang, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama
Nanga Pinoh.

(25) Perkera-perkara yang termasuk linglup kewenangan
Pengadilan Agama Sungal Raya yang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetaplan, telah digjulkan
tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama
Mempawah, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama
Sungai Raya.

Fasal &

Pembiayzan yang diperlukan dalam rangka pembentulian,
pembinaan, dan pelaksanasn tugas, wewenang Serta
fungsi Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei
Rampah, Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan
Agama Siek Sri Indrapura, Pengadilan Agama Teluk
Kuantan, Pengadilan Agama Mukoemuko, FPengadilan
Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan
Agama Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balsi,
Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama
Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan
Agama Prabumulih, Pengadilan Agama Gedong Tataan,
Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuii,
Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan

AFEMA ...
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Agama Sukadana, Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan
Apama Kota Cimahi, Pengadilan Agama Ngamprah,
Pengadilan Apama Singkawang, Pengadilan Agama Nanga
Pinoh, dan Pengadilan Agama Sungai Raya dibebankan
pada anggaran Mahkamah Agung.

Pasal 9

Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata
kerja Seleretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sibuhuan, Pengedilan Agama Sei Rampah, Pengadilan
Agama Pulaun Punjung, Fengadilan Agama Siale
Sri Indrapura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan,
Pengadilan Agama Mukomuko, Pengadilan Agama
Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengedilan Agama
Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan
Agama Martapura, Pengadilan Agama Muaradua,
Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan Agama
Prabumulib, Pengadilan Agama  Gedong Tataan,
Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuj,
Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan
Agama Sulkadana, Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan
Agama Kota Cimahi, Pengadilan Agama Ngamprah,
Pengadilan Agama Singkawang, Pengadilan Agama Nanga
Finoh, dan Pengadilan Agama Sungai Raya ditetaplean oleh
Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujusn
tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birolcrasi.

Pasal ...
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Pazal 10

Keputusan FPresiden ini mulai berlaku pade tanggal

ditetaplkan.
Ditetaplean di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016
B
PRESIDEN REPUELIK INDONESLA,
Liel.
JOKO WIDODO
{:-?'-\3 Salinan sesual dengan aslinya
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